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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Hakim di Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Negeri Kota Semarang 

1. Bagaimana pendapat Hakim terkait dengan perkawinan siri, apakah harus 

dicatatkan atau tidak? 

2. Apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dapat diakui sebagai anak 

yang sah? 

3. Apakah seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan siri diharuskan untuk 

mencatatkan anaknya di dinas terkait? 

4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap anak dari hasil perkawinan siri? 

5. Hak-hak apa saja yang dapat diperoleh dari anak hasil perkawinan siri? 

6. Apa saja bukti yang dibutuhkan dalam penetapan asal usul anak dari hasil 

perkawinan siri?  

7. Menurut Hakim bagaimana cara mengetahui asal usul anak menurut hukum? 

Apakah ad ates berdasarkan alat Kesehatan? 

8. Apakah anak yang lahir dari perkawinan siri berhak mendapatkan hak 

keperdataan seperti waris, dari orang tua yang melakukan perkawinan siri 

tersebut? 

9. Jika seorang anak belum dicatatkan, tetapi perkawinan siri telah dicatatkan, 

apakah anak tetap dapat menerima hak keperdataan dari orangtua nya? 

10. Bagaimana pendapat Hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak dari hasil perkawinan siri? 
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11. Apakah putusan tersebut berimplikasi dalam menetapkan asal usul anak? 

12. Bagaimana penegakkan hak-hak keperdataan terhadap anak hasil dari 

perkawinan siri? 

13. Dalam putusan  MK yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 

dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, dalam 

hal ini berarti anak luar kawin memiliki hak perdata dari sang ayah juga, hak 

keperdataan yang dimaksud apakah sama dengan hak keperdataan dengan anak 

yang sah atau tidak? 

14. Hukum waris ada 3, yaitu hukum adat, hukum waris islam, dan hukum perdata. 

Apakah putusan MK ini dapat ditegakkan pada hukum yang tunduk secara 

perdata? Karena perdata sudah mengatur sendiri mengenai anak luar kawin. 
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Daftar Pertanyaan Kepada Kasi Kelahiran Dinas Penduduk dan Pencatatan 

Kota Semarang 

1. Bagaimana penetapan asal-usul anak menurut di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil? Khususnya terhadap anak dari hasil perkawinan siri? 

2. Apakah ada perbedaan formalitas terkait pencatatan anak dari hasil 

perkawinan siri? 

3. Apakah perlu penetapan pengadilan untuk membuat akta kelahiran untuk anak 

yang lahir dari hasil perkawinan siri? 

4. Bagaimana mekanisme pembuatan akta kelahiran bagi anak dari hasil 

perkawinan siri? 

5. Apakah nama ayah dari anak hasil luar kawin (perkawinan siri) dapat 

dicatatkan di akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil? 

6. Jika seorang anak dari hasil perkawinan siri ingin mencatatkan nama 

ayahnya di akta kelahiran, maka syarat apa saja yang harus dipenuhi? 

7. Bagaimana pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran 

bagi anak dari hasil perkawinan siri? 


